RUKUN TET

Menimbang

Mengingat

2 I{ I N J.\ I l }\0- |.\ hl-li(; P- I Jai'\l -

DAL o
NOM \ERAH KOTA MAGELANG

OR 17 TAHUN 2001

TENTANC

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENATAAN

ANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,

a. bahwa untuk mcmantapkan dan melancarkan penyclenggaraan
pemenntahan Kelurahan secara berdava guna dan berhasil guna
perlu membina dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat
Indoncsia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan
dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ;

b. bahwa dengan telah ditctapkannva Keputusan Presiden Nomor 49
Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Kcetahanan Masyarakat
Desa atau Schutan lain, dipandang perlu untuk scgera membentuk
dan mcnata kembalh Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)
di Kota Magclang vang ada pada saat ini, dengan Pcraturan Dacrah.

- 1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Dacrah-dacrah Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah dan Jawa Baral |

7 Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemenntahan
: Dacrah ( lLembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tamb

I embaran Negara Nomor 3839 );

3. Undang — undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Penmbangan
> K cuangan antara Pemerintah Pusat dan Dacrah ( Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72 . Tambahan Lembaran Negara Nomor

3848 ), 4. Keputusan ..... .
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4. Ke .
TU[Uﬁﬂn Pres: -

lentang I*lelz:lm Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001

Schutan lain - Lembaga Kctahanan Masyarakat Desa alau
3. Perawr

an ; .
Susunan I{}:mh "“?‘-1 Magclang Nomor 18 Tahun 2000 tentang
Pemeringah oooasl dan Tata fena Pemerintah Kecamatan dan
Mclurahan kota F"-'l:lj.'_n:l.]ng .

6.

Peraty i
Pe % ” ‘eTah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2001 tentang
enggabungan Kelurahan

Dengan Persctujuan

DEWAN PERWA K
/ RWAKILAN RAKY AT DAE RAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN

g E‘;‘:’{LRM DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
TPZTML_W PEMBENTUKAN DAN PENATAAN RUKUN
TANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) .

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan :

Dacrah adalah Kota Magclang ;

Pemenntah Dacrah adalah Pemerintah Kota Magelang

Walikota adalah Walikota Magelang |

Kecamatan adalah wilavah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Magelang

Kelurahan adalah walayah kenja Lurah sebagai perangkat Daerah di bawah Kecamatan

vang ada di wilayah Kota Magcelang |

Rukun Tetangga sclanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui

musyawarah masyarakal sctempat  dalam  rangka pelayanan pemenntahan  dan

kemasyarakatan vang ditetapkan olch Kepala Kelurahan |

g Rukun Warga sclanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui
musyawarah pengurus RT  di wilayah Kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala
Kelurahan .

h. Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah organisasi masyarakat yang diakui dan

dibina olch Pemerintah untuk memelthara dan melestankan  nilai-nilai kehidupan

masyarakat Indoncsia vang berdasarhan kegotong — royongan dan kekeluargaan serta

membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemenntahan, pembangunan

dan kemasyarakatan di Kelurahan.

P ROCN

M

BAB.1I.....
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MAKSUD T
LA, JUI =
UAN PEMBENTUKAN DAN PENATAAN

Pasal 2
Maksud ,tujuan pembenyk o

2. Meclestankan nilaj mlai kehidy

Pehataan RT dan RW untuk -
kekeluargaan :

Pan masyarakat yang berdasarkan gotong royong dan

BAB 111
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENATAAN
Pasal 3

(1) RT dibentuk dan ditata melaly; musy -arak ' '
dengan Kepala Keclurahan yawarah masyarakat setempat yang dikonsultasikan

(2) RW dibentuk dan ditata melaluj musyawarah pengurus RT yang dikonsultasikan
dengan Kcpala Kelurahan .

(3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dikukuhkan
atau disahkan dengan Kcputusan Kepala Kelurahan .

(4) Keputusan Kcpala Kelurahan scbagaimana dimaksud ayat (3) pasal imi berlaku setelah
mendapatkan pengesahan dan Walikota melalui Camat.

Pasal 4

(1) Setiap RT terdini dan sckurang-kurangnya ,ZU (dua puluh) Kepala Keluarga dan
sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) Kepala Keluarga .

(2) Setiap RW terdin dari sckurang-kurangnya 3 (tiga) RT dan sebanyak-banyaknya 8
(delapan) RT.

BAB 1V
ANGGOTA DAN TUGAS POKOK

Pasal 5

(1) Anggota RT adalah penduduk sctempat, terdaftar pada Kartu Keluarga yang diwakili
olch Kepala Keluarga.

(2) Anggota RW terdiri dan pengurnt® BB
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Pasal 6
(1) RT mempunyai tupas -
a. h‘lﬂnlhﬂnlll.l m““.i-ﬂilnkan . | o
mgﬂ“”ﬂ."‘“ﬂhI‘umunnuh 843 pelayanan kepada masyarakat yang menjadi

h‘ hiﬂmﬂ:hlln.rﬂ LLM[I”.]
¢. Menvusun rencana
aspirasi dan swaday; mumy ;ij &-mﬂn pembangunan dengan mengembangkan
(2) RW mempunyai tugas varakat.
a. Mengecrakkan swaday
b. Mcmbantu kelancaray

bidang pembangunan ¢

n I"LILIP W .;']In_.]‘

o, gl.]lﬂng I

- 'Yong dan partisipasi masyarakatdi wilayahnya.

£48 pokok Lembaga Pemberdavaan Masyarakat dalam
I\ulurulmn . '

BAB V

Pasal 7

(1) RT dan R‘W mcmpunyar hak schagar berkut -
a. Mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT dan RW .

b. Mcmilih d*l"' dipilih scbagai pengurus RT dan RW, kecuali yang berstatus Warga
Negara Asing

(2) RT dan RW mempunyai kewajiban scbagai berikut
a. ET.:I'I:LSE'I'[:I sccara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok lembaga
n RW:

b. Turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah RT dan RW .

(3) Anggota RT (Kepala Keluarga) mempunyai hak scbagai berikut :
a. Mcngajukan usul dan pendapat dalam musyawarah Rukun Tetangga
b. Memilh dan dipilih scbagai pengurus Rukun Tetangga.

(4) Anggota R'T (Kepala Kcluarga) mempunyai kewajiban scbagai benkut
a. Berpatisipasi aktif dalam kegiatan di ingkungannya.
b. Meclaksanakan sccara akuf hasil heputusan musyawarah Rukun Tetangga.

Pasal 8

(1)RT mempunyai fungsi scbagai berikut :
a. Pengkoordinasian antar warga .
b. Pclaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat

dengan pemerintah | | |
C. Pmmngaican masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga .

(2)RW mempunyai fungsi scbagai bcriku;:_r |
a. Pengkoordinasian pclak§anaan ugas K1 ;

b. Pelaksanaan dalam menjembatani
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(1) Pengurus RT  terdins o s
Kelua, '
Wakil Ketua
Schretlans.

Wakil sckretans.
Bendaharg

Jumlah scks; disesuaikan denga
Kescjahteraan, sckg -y

m 0o B0 Tw

cbutuhan minimal harus ada Ketua Scksi yartu

Keaman 3
i " | " - . :
N dan Ketua Seksi Pembangunan .

(2) Pengurus RW  terdiri dag -

a. Kctua.

b. Wakil Kctua

Cc. Sckretans.

d. Wakil Sekretans.

¢. Bendahara

f. Inbantu beberapa Ketua B

1) Ketua Bidang Agama £ yang terdin dan :
2} I\-.Cmﬂ HI(_L]nLr P‘:ﬂdjdikan

3) B?n:tua Bidang Pemuda olahraga dan Kesenian
4) Kcetua Bidang Pembangunan

Z) K:‘"-:["-] Hidﬂﬂfi_'. Kcamanan, Kelentraman, kebersihan dan ketertiban
) Ketua Bidang Perckonomian, koperasi dan kescjahteraan masyarakat

Pasal 10

(1) Pengurus RT  sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf a, b, ¢, d, dan ¢ dipilih
dan dan oleh anggota dalam musyawarah anggota .

(2) Pengurus RW scbagaiman dimaksud pasal 9 ayat (2) huruf ab,c,d dan ¢ dipilih dari
dan olch anggota dalam musyawarah anggota .

(3) Pengurus RT scbagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf f ditunjuk oleh Ketua
melalui musyawarah dengan pengurus RT.

(4) Pengurus RW scbagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) huruf f ditunjuk oleh Ketua
melalui musyawarah dengan pengurus RW .

Pasal 11
Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud Pasal 9 belum dibentuk, Kepala Kelurahan
dapal menunjuk pengurus sementara paling lama 6 (cnam) bulan dan segera dilaksanakan
permilihan pengurus .

Pasal 12

Dalam kurun waktu terjadi perubahan pengurus karena pengunduran din, schingga terjadi
]'lf-'kusungan, maka pengurus antar waktu dapat ditunjuk Ketua melalm musyawarah dengan

Pengurus .
Pasal 13. ......
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Pasa) 13
syarat dapat dipihih menjadi pen
(1) dan (2) adalah Pt"ndudulr ﬂfuma g RW

schagai benkut cmpat Warga Ne dgaimana dimaksud pasal 10 aya

vara Indun:ii,a vang memenuhi ﬂ}'ﬂ.‘l'il'l'.

Hq:ﬂ..]q“’ﬂ LL“]‘J.‘.HL‘I 1 Uh-ln v

a. . AN -

b. Sctia dan taat kepada I’ﬂﬁﬂaﬁfll;;;?a:- hru :

¢. Sctia dan taat kepada ne 1UUD 1945
d Hfrrl-;ul;ﬂ-;uan baik, jujur, agy .

e. Tidak pemah terlibar hajk ]““!!'iun; ma
7 m

mpu, bertanggung jawab serta berwibawa;
organisasi terlarang:

aupun utdak langsung dalam suatu kegiatan

{  Tidak pemah terlibar perkara pidana:

g. Schat jasmam dan rohanj- ‘

h. Dapat membaca dan menulis aksara latip

i. Telah bertempal tingga) e1ap sekurang-ju '
terputus-putus . rangnya 6 (enam) bulan dengan tidak pernah

Pasal 14
(1) Pemilihan pengurus RT  dilaksanakan
a. Kketua RW sebagai Ketua,
b. Tokoh agama dan masyaraka scbagai Sekretans.
¢. Bcberapa anggota vang ditentukan 0lch Ketua Pamtia bila dipandang perlu .

oleh panitia terdin dan :

(2) Pemilihan pengurus RW  dilaksanakan olch panitia terdin dan :
a. Kepala Kelurahan pcjabat lamn vanyg ditunjuk scbagai Ketua
b. Tokoh agama dan masyarakat scbagai sckretaris
c. DBeberapa anggota yang ditentukan oleh Kectua Panitia bila dipandang perlu .

(3) Hasil pemilihan pengurus RT dan pengurus RW  sebagaimana dimaksud ayat (1) dan
ayat (2) pasal i1 ditctapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan yang disahkan Camat
atas nama Walikota .

Pasal 15
Masa bhakti pengurus RT dan RW  adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembal.

Pasal 16

Anggota pengurus RT dan RW dapat diganti atau berhenti scbelum habis masa baktinya

dalam hal :

a. Menmggal duma

b. Atas permintaan scndin ) |

C. Mela]fuknn tindakan tercela atau hd:ﬂx lerpuji yang menghilangkan kepercayaan
penduduk Kelurahan terhadap kepermimpinannya scbagai pengurus RT dan RW

d. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan dalam pasal 10

Pindah l-;_nnpal tinggal dan lingkungan RT dan RW yang bersangkutan

f  Sebab-sebab lain vang berentangan dengan ketentuan peraturan dan atau norma-
norma kchidupan masyarakat Keclurahan itu sendin

o

Pasal 17. ........
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Pasal 17
(N Setiap hcm],\.him}ﬂ Masa baky; pen;
Pengurus R1 sebelum habis masa I-.a[:mnﬁ
kepada anggota R | lentang unya,
melaporkannva Kepada h‘*‘l‘u]f

RT atau pemberhentian / penggantian
Kectua RW berkewajiban memberitahukan

W 1 11
: P 1'[1‘,Thl..nll:in [ pengeantian pc"gmuq I{—[ d.;].fl
Kelurahan

(2) Senap berakhimyva mas; bake;
pengurus — scbelum  haby _ : -
membentahukan kepada anggota baktinva, Kcpala Kelurahan berkewajiban

RW dan m‘-'hPUTkJnnya kepada t*l‘,::'ml"'"u“g pemberhentian / penggantian pengurus

BAB VII
MUSYAWARAH ANGGOTA

Pasal 18

(1) Musyawarah R

I'dan RW merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan
anggota dalam lin '

gkungan RT dan RW untuk mcn:ﬂ)ukan dan merumuskan program
sekurang-kurangnva diadakan 6 (enam) bulan sckali

(2) Musyawarah scbagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berfungsi untuk :

a. memihh pengurus
b. menentukan dan merumuskan program kerja
¢. menenma dan mengesahkan pertanggung jawaban pengurus sctiap setahun sckah

(3) Musyawarah RI dan RW  dalam rangka meclaksanakan pertemuan rutin dan
mengevaluasi program Tahunan diadakan sckurang-kurangnya 2 (dua) bulan sckali .,

(4) Musyawarah RT dan RW scbagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dinyatakan sah dan
dapat menctapkan suatu kKepulusan apabila dihadiri dan separo lebih jumlah anggota.

(5) Apabila tidak tercapai jumlah anggota scbagaimana dimaksud ayat (4) pasal imi sclama
dua kali berturut-turut. maka musyawarah benkutnya dianggap sah dan dapat
menclapkan suatu kepulusan setelah mendengar perimbangan Lurah.

BAB VIII
HUBUNGAN KERJA
Pasal 19
(1) Hubungan kerja RT dan RW  dengan Pemenntah Kelurahan |, scbagai mitra

pemerintah untuk menyampaikan -formasi dan dapat menjembatani hubungan an
L LY
warga masyarakat dengan pemerintah . tara

W dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM),

eria RT dan R
(2) Hubungan kerja R 4 sama saling menguniungkan .

bersifat koordinatif dan ket
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==

{3} Huh""!:'*m L.C'f]ﬂ. R I dﬂn H‘i‘i'
konsultatif dan kery, fama

{_” Hubungan LL‘Iji.’.l ] dan
bersifat kena sama saling
kelurahan . |

dengan o . +
saling v B4R OTRANIsasi kemasyarakatan lainnya bersifat
al }.P?.]LHF"IU[“”“!‘}LHH.
JdL E ﬂ.' .' .
membay talam satu wilayah kerja pemenntah Kelurahan
U setelah mendapat persetujuan dari pemenntah

BAB 1X
SUMBER DANA

Pasal 20

(1) Sumber dana RT dan pw

dapat t]i]"u.:rnl |
a. bantluan l’cmcnnt,-,h Kl

. urahan
bantuan Pemenntaly kola Magclang
bantuan dan Propinsi
bantuan Pemenntah

bantuan / sumbangan

o o o

yang tidak mengikal dan usaha-usaha lain yang sah

(2) Pengelolaan kcu.mg.—m yang diperoleh diadministrasikan secara tertib dan teratur,

BAB X
KEKAYAAN
Pasal 21

Kekayaan RT dan RW  supaya diadministrasikan secara tertib dan teratur .

BAB X1

PEMBINAAN

Pasal 22

(1) Camat atas nama Walikola melaksanakan pembinaan rutin terhadap organisasi RW
sckurang-kurangnya sctahun scka dalam rangka untuk mencapar daya guna dan
berhasil guna yang scbesar-besamya .

(2) Kepala Keclurahan atas nama Camal melaksanakan pembinaan rutin terhadap organisasi
RT sekurang-kurangnya 6 (cnam) bulan sckah dalam rangka untuk mencapai daya guna

dan berhasil guna yang scbesar-besamya .

BAB XII

Pasal 23

RT dan RW vang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan dacrah ini, tetap

dinyatakan scbagai RT dan RW . Pasal 24
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| Pasal 24
Pengurus RT dan RW Yang ada

: ; : pada « -
menjalankan tugas sampai dibengy ' saal mula berlakunya Peraturan dacrah ini, tetap

K PeNgurus yang bany.
BAB XII]
KET ENTUAN PENUTUP

Pasal 25§

]_),_Ean berlakunya Peraturan Dacrah
RW serta Luluntuan-kuln‘nluan
tnidak berlaku lag; |

N, maka semua ketentuan yang mengatur RT dan

L 2
' Yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan

Pasal 26

Hal - hal vang belum d;

Walikota h'iﬂ-guian;_ diatur dalam peraturan Dacrah ing akan diatur lebih lanjut olch
Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pads tangpal diundanekan
f'\q‘;ﬂr sctiap orang dapat mengetahwnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dacrah
i1 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Datctapkan di Magelang
pada langgal 29 Oktober 2001

WALIKOTA MAGELANG

NG P

H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelan
pada 1;1:u%al II T‘-.%vpcnﬁ'mr 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

Drs. W ARNO
Pembind (GAma “adya
NIP. 300032 653

LEMBARAN DAERAII KOTA MAGELANG

TAHUN 2001 NOMOR 64
SERI D NOMOR 56
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PE
PERATURAN ’;i ELASAN ATAS

ERAH KOTA MAGELA
NG
NOMOR 17 TAHUN 2001

. PENJELASAN UMUM

| gunan Daerah buk
Pemenntah saja akan tetapi juga mery

oleh karena it :
U Pemerintah Kot; Magelang harus mampu mendorong untuk

memberda =
masvarak ’{akaﬁ Masyarakat menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas
Yy al. meningkatkan peran serta masyarakat .

anlah merupakan tanggung jawab
pakan tanggung jawab masyarakat,

Bahwa Lembaqa RT
dibutuhkan oleh masg dan RW secara nyata memang sangat

yarakat, Hal tersebut sojalan dengan ditetapkannya
KEPRES Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan LKMD atau sebutan lain,

dimana Daerah-daerah memiliki keleluasaan untuk membentuk atau menata

lembaga kemasyarakatan yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan
berdasarkan musyawarah masyarakat .

Sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Penataan Rukun Tetangga dan
(RT ) dan Rukun Warga (RW ).

Il. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 s/d. pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1) dan
ayat (2) . Cukup jelas .

Pasal 10 ayat (3) |
Yang dimaksud pengurus RT adalah anggota

pengurus RT yang diperlukan oleh RT yang
disesuaikan dengan kebutuhan. Jika dalam
kepengurusan RT tersebut tidak memerlukan dan

sudah dianggap cukup oleh pengurus inti maka
tidak perlu ditunjuk .

Pasal 13 huruf e .
> Yang dimaksud dengan Organisasi terlarang

adalah organisasl yang secara  tegas dilarang
oleh pemerintah.

Pasal 14 s.d.pasal 18 : Cukupjelas.
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Pasal 19 ayat (4)

Y :
djlna?nd;;r;ikmf:d hUbungan kerja RT dan atau RW
adalah hub::-: o k‘,j”a pemerintahan Kelurahan
lain dalam r_mgﬂ':"lkerja antar RT dengan RT yang
lain da| : U wilayah RW dengan RT/RW yang

AM Satu wilayah Kelurahan dalam rangka

hubungan ker
Ja Sama yang ha : -
menguntungkan yang harmonis dan saling

Pasal 20 ayat (2 )

Yang dimaksud dengan Pengelolaan keuangan
yang diperoleh diadministrasikan secara tertib dan
teratur adalah bahwa segala bentuk administrasi
keuangan baik berupa pembukuan ataupun
laporan dilaksanakan dengan baik, sistematis dan
tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 21 ayat (2)

Yang dimaksud dengan Kekayaan RT dan RW
Supaya diadministrasikan secara tertib dan teratur
adalah segala bentuk dan wujud kekayaan RT
dan RW  baik berupa pembukuan ataupun
laporan dilaksanakan dengan baik, sistematis dan
tepat waktu sesuai aturan dengan yang berlaku.

Pasal 22 s.d pasal 27 : Cukup jelas .
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